
 

83 
 

Universitas Kristen Indonesia  

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku 

A, B. (2005). Interpretasi Hukum Yang Bertujuan. Universitas Pricenton Press. 

Afandi, R. (2018). Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan 

Pidana Terhadap Pelaku.  

Bambang, S. (2006). Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta: UII Pres. 

BPOM RI. (2019). Formaldehida Dalam Pangan Olahan Yang Terbentuk Karena 

        Proses. Jakarta : Direktorat Standarisasi pangan Olahan. 

Cahyadi, W. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Bumi Aksara. 

Cahyadi, W. (2008). Bahan Tambahan Pangan. Jakarta: PT Bumi Aksara. 

Cahyadi, W. (2009). Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan. 

Jakarta: Bumi Aksara. 

Cahyadi, W. (2012). Bahan Tambahan Pangan. Jakarta: Bumi Aksara. 

Cahyo Saparinto, D. H. (2006). Bahan Tambahan Pangan. Yogyakarta: Kanisius. 

Chazawi, A. (n.d.). Kejahatan Tehadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo. 

Hamzah, A. (2012). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 

Hanny Wijaya, N. M. (2009). Bahan Tambahan Pangan Pewarna. Bogor: Taman 

Kencana. 

Harahap, Y. (2012). Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum 

Progresif. Jakarta: Kencana. 



 

84 
 

Universitas Kristen Indonesia  

Harianto, D. (2010). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang 

Menyediakan. Bogor: Ghalia Indonesia. 

Kristanti, C. T. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika. 

Mahmudji, S. S. (2013). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Makanan, D. S. (2019). Formaldehida Dalam Pangan Olahan Yang Terbentuk 

Karena Proses.  

Matinelli, I. (007). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Lembaga Penelitian dan 

Pengembangan Universitas Tarumanegara. 

Mertokusumo, S. (2007). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta : 

Liberty. 

Moerad, P. (2005). Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dan Perkara 

Pidana. Bandung: Alumni. 

Moleong, L. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Muhammad, R. (2007). Hukum Acara Pidana Konteporer. Bandung: PT. Citra 

Aditya Bandung. 

Mulyadi, L. (2007). Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti. 

Mulyadi, L. (2014). Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana di 

Indonesia. Malang: PT Citra Aditya Bakti. 

Sidaharta, A. (2001). Penemuan Hukum. Bandung: Laboratorium Hukum. 

Soekanto, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 

Sofie, Y. (2006). Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya. 

Bandung: Citra Aditya Bhakti. 



 

85 
 

Universitas Kristen Indonesia  

Sudaryatmo. (1995). Masalah Perlindungan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya 

Bhakti. 

Prof. Dr. Ir. Hari Eko Irianto, P. D. (2021). Pengembangan Produk Pangan. Depok: 

Rajawali Pres. 

Putra, A. (2009). Formalin dan Boraks Pada Makanan. Bandung: Institut Teknologi 

Bandung. 

Remelink, J. (2003). Hukum Pidana : Komentar Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama. 

Sidaharta, A. (2001). Penemuan Hukum. Bandung: Laboratorium Hukum. 

Slamet, S. (2013). Teori-Teori Psikologi Sosial. Bandung: Refika Aditama. 

Sutiyoso, B. (2015). Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang 

Pasti dan Berkeadilan. Yogyakarta: UII Press 

Utrecht. (1983). Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru. 

Widiarty, W. S. (2016). Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan 

Kadaluwarsa. Depok: Komodo Books. 

Winarno. (2002). Kimia Pangan dan Gizi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

Winarto, F. (2002). Kimia Pangan dan Gizi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

Wisnubroto, A. (2014). Praktik Persidangan Pidana. Yogyakarta: Universitas 

Atmajaya Yogyakarta. 

 

 

 



 

86 
 

Universitas Kristen Indonesia  

B. Jurnal dan Artikel 

Faradila, Y. A. (2014). Identifikasi Formalin yang Dijual pada Beberapa Tempat di 

Kota Padan. Jurnal FK Unand, 156. 

Hadir Amin, I. I. (2016). Analisis Kandungan Bahan Pengawet Formalin pada Tahu 

yang Diperdagangkan di Pasar Tradisional Kota Kediri. Jurnal Sains dan 

Teknologi Pangan, 126. 

Liska Mobonggi, A. S. (n.d.). Uji Formalin Ikan Teri Asin Kering di Kota Gorontalo. 

Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, 1-2. 

M, S. (1996). Kandungan Gizi Tahu yang Direndam dalam Formalin. Majalah 

Kesehatan Masyarakat Indonesia, 173-174. 

Permana, L. (2016). Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana 

Dibawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Fakultas Hukum 

Universitas Lampung, 9. 

Rahmawati, F. (2013). Teknologi Proses Pengolahan Tahu dan Pemanfaatan 

Limbahnya. Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana Fakultas Teknik : 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

Rahmiati, N. d. (2015). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Terkait Hal 

yang Memberatkan dan Meringankan Putusan. Jurnal Ilmu Hukum, 344. 

Salim, W. (2007). Penetapan Kadar Formaldehida dalam Asap Cairan Metode 

Spektrofotometer. Skripsi Fakultas Farmasi Universitas Sanata Darma, 14. 

Salosa, Y. Y. (2013). Uji Kadar Formalin, Kadar Garam dan Total Bakteri Ikan Asin 

Tenggiri Asal Kabupaten Sarni Provinsi Papua. Jurnal Depik, 12. 

Sani, E. Y. (2006). Pengolahan Air Limbah Tahu menggunakan Reaktor Anaerob 

Bersekat dan Aerob. Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas 

Diponegoro, Semarang. 



 

87 
 

Universitas Kristen Indonesia  

Sarwendra, F. A. (2015). Penurunan Kadar Formalin Pada Tahu Dengan Perendaman 

dalam Air Hangat. Skripsi Universitas Jember, 1. 

Seto. (2001). Pangan dan Gizi Ilmu Teknologi Industri dan Perdagangan 

Internasional. Fakultas Teknologi Pertanian. 

Sikanna, R. (2016). Analisis Kualitatif Kandungan Formalin pada Tahu yang Dijual 

di Beberapa Pasar di Kota Palu. Junal Riset Kimia, 85-90. 

Widiarty, W. S. (2018). The Legal Analysis of Consumer Protection Against The 

Circulation of Expired Food Products in Indonesia. 133. 

Widiarty, W. S. (2021). Consumer Protection of Food Products Containing 

 Formaldehyde daring the Covid-19 pandemic in Indonesia. International 

 Jurnal Law, 147. 

Widiarty, W. S. (2022). The Government's Role in Protecting Consumer Rights. 

Journal of Governance, 521. 

 

C. Peraturan dan Perundang-Undangan 

Putusan Pengadilan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Plg 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

Undang-Undnag Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Konsumen 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kemanan Mutu dan Gizi 

Pangan 



 

88 
 

Universitas Kristen Indonesia  

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan 

Makanan 

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan 

Pangan 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Bahan Tambahan Pangan. 

 

D. Website 

POM, B. (2005, Desember 30). FORMALIN. Retrieved from Badan POM: 

https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/88/FORMALIN.htm#:~:text=F

ormalin%20adalah%20larutan%20yang%20tidak,metanol%20hingga%2015

%25%20sebagai%20pengawet 

Yogyakarta, D. P. (2020, 11 November). Retrieved from 

 https://pertanian.jogjakota.go.id/detail/index/12647 

 

 

https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/88/FORMALIN.htm#:~:text=Formalin%20adalah%20larutan%20yang%20tidak,metanol%20hingga%2015%25%20sebagai%20pengawet
https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/88/FORMALIN.htm#:~:text=Formalin%20adalah%20larutan%20yang%20tidak,metanol%20hingga%2015%25%20sebagai%20pengawet
https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/88/FORMALIN.htm#:~:text=Formalin%20adalah%20larutan%20yang%20tidak,metanol%20hingga%2015%25%20sebagai%20pengawet
https://pertanian.jogjakota.go.id/detail/index/12647

